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ABSTRACT 

Performance Effectiveness of North Kalimantan Provincial People's 
Representative Council in Running Legislation Function 

Helda Dianiati 
momskiara@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

One of the most important functions of DPRD in supporting the 
implementation of broad autonomy in the regions is the function oflegislation. To 
carry out legislative functions dprds are given a variety of rights, one of which is 
"the right to propose draft local regulations and the right to amend the raperda" or · 
the implementation of the legislative function should be followed up with ·the 
regional regulations. The purpose of this research is (a) to know the effectiveness 
of DPRD performance of north kalimantan province in carrying out the legislative 
function, (b) to know the factors influencing the effectiveness of north kalimantan 
DPRD's performance in carrying out the legislation function. The method used in 
this research is descriptive method of research methods through observation to 
obtain particulars about a certain problem and to get an idea of "the effectiveness 
of north kalimantan provincial DPRD's performance in carrying out t11e legislation 
function". The absence of legislative targets set forth in the regional legislative . 
program or prolegda makes it difficult for the DPRD of the province of nort11 
kalimantan to form a regulation. The absence of legislative targets set forth in t11e 
regional legislative program or prolegda makes it difficult for the dprd of the 
province of north kalimantan to form a regulation ranperda discussion has not 
been done optimally because the existing results can not reach the targets made in. 
propemperda. The quantity of regional regulation produced by north kalimantan 
provincial dprd has not yet shown the achievement that is maximally obtained 
from the number of local regulations that are separated from t11e DPRD of north 
kalimantan province for the period of 2015-2017 that is 15 perda from 81 
ranperda. The quality of local regulations produced by the DPRD of north 
kalimantan province is less relevant to the important issues in the community 
because in addition to the non-APBD local regulations, the resulting regulation 
mostly in the form of pad oriented is the regulation on retribution and is often a 
debate among the community, there is also a regional regulation that contains the 
interests of certain groups. Ranperda preparation and discussion is strongly 
influenced by the situation and the dynamics of politics in the discussion 
ranperda. So there are ranperda that are too quickly discussed and there are 
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ranperda in the discussion takes a long time. In addition to these issues, there are 
also factors that affect the effectiveness of north kalimantan provincial people's 
legislative assembly in carrying out the legislation function, namely in the ability 
of north kalimantan provincial DPRD members in preparing ranperda is still 
lacking. So there are ranperda that are too quickly discussed and there are 
ranperda in the discussion takes a long time. In addition to these issues, there are 
also factors that affect the effectiveness of north kalimantan provincial people's 
legislative assembly in canying out the legislation function, namely in the ability 
of north kalimantan provincial DPRD members in preparing ranperda is still 
lacking. DPRD members are often actively involved in ranperda discussion 
meetings but in giving ideas, ideas and donations of thought is vezy Jacking. Only 
20% of DPRD members of north kalimantan province understand and are able to 
draft local regulations. 

Keywords: DPRD, Effectiveness, Legislation 
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ABSTRAK 

Efektivitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fnngsi Legislasi 

Helda Dianiati 
momskiara@grnail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendulamg 
pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan 
fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah "hak 
mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas 
Raperda" atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui efektivitas 
kinmja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi Iegislasi, (b) 
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas kineija DPRD Propinsi 
Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode 
penelitian yang dilaknkan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan­
keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran 
tentang "efektivitas kineija DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan 
fungsi legislasi". Terlalu banyaknya target peraturan daerah yang tertuang dalam 
program pembentukan peraturan daerah menyulitkan DPRD Provinsi Kalimantan 
Utara untuk menyelesaikan peraturan daerah. Pembahasan ranperda belum 
dilakukan secara maksimal karena basil yang ada pun belum bisa mencapai target 
yang dibuat dalam propemperda. Kuantitas perda yang di hasilkan DPRD Provinsi 
Kalimantan Utara, belum menunjukan capaian yang maksimal karena dilihat dari 
jumlah Perda yang disahkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2015-2017 
yaitu 15 perda dari 81 Ranperda. Kualitas perda yang dihasilkan DPRD Provinsi 
Kalimantan Utara kurang relevan dengan persoalan yang penting dimasyarakat 
karena selain perda non APBD, perda yang di hasilkan sebagian besar berbentuk 
PAD oriented yaitu perda tentang retribusi dan sering menjadi perdebatan 
dikalangan masyarakat, ada juga perda yang memuat kepentingan kelompok 
tertentu. Penyusunan dan pembahasan ranperda sangat dipengaruhi oleh situasi 
dan dinamika politik dalam pembahasan ranperda. Sehingga ada ranperda yang 
terlalu cepat dibahas dan ada ranperda dalam pembahasan meiDbutuhkan waktu 
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yang lama. Selain beberapa hal tersebut, ditemukan juga faktor yang 
mempengaruhi efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu dalam Kemampuan 
anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun Ranperda masih 
kurang. Anggota DPRD memang sering terlibat aktif untuk rapat pembahasan 
ranperda namun dalam memberikan gagasan, ide dan sumbangan pemikiran 
sangat kurang. Hanya 20% anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang 
paham dan mampu menyusun peraturan daerah. 

Kata Kunci : DPRD, Efektivitas, Legislasi 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umnm DPRD Provinsi Kalimantan Utara 

DPRD Kalimantan Utara terbentuk berdasarkan Keputnsan Menteri 

Dalarn Negeri Republik Indinesia Nomor 161.64-4764 Tahun 2014 tentang 

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Hasil Penataan dan 

Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran 

yang ditetapkan pada tanggal24 Desember 2014, dan kemudian pengucapan 

surnpal1 pelantikan anggota DPRD dilakukan pada tanggal 30 Desember 

2014. 

Tabel 4.1 
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014-2019 

No Nama Partai 

I Pdt. Y efta Berto, S. Tb Partai Demokrat 

2 Chairiah Budiman Arifin Partai Demokrat 

3 Marten Sablon, SH Partai Demokrat 

4 Listiani Partai Demokrat 

5 Komaruddin, S.Kom Partai Demokrat 

6 Hj. Siti Laela Partai Golkar 

7 H. Abd. Djalil Fatah, SH Partai Golkar 

8 ObedBahwan Partai Golkar 
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9 Arsyad Thalib Partai Golkar 

10 Ingkong Ala, SE Partai Hanura 

11 Hj. Asmin Laura, SE, MM Partai Hanura 

12 Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si Partai POI Peijuangan 

13 Norhayati Andris Partai POI Peijuangan 

14 Datu Yasir Arafat Partai POI Peijuangan 

15 Hj. Siti Jumilah Sri Partai POI Peijuangan 

16 H. Andi Kasim Partai Gerindra 

17 lbnu Saud, IS, S.Pd Partai Gerindra 

18 Kosmas Kajan, SS Partai Gerindra 

19 H. Abdul Kbair, SE Partai Gerindra 

20 Drs. H. Raklunat Majid Gani Partai PAN 

21 Asnawi Arbain, M.Hum PartaiPAN 

22 Rahman Padengka, SE Partai PAN 

23 Hermanns, S.Pi Partai Nasdem 

24 H.ARRasyid Partai Nasdem 

25 Herman, S.Pi Partai PKB 

26 Muhammad Iskandar, HS Partai PKB 

27 Jr. KlL Alunad Abdullah, M.Pd Partai PKS 

28 Hirsa Genta Wijaya Partai PKS 

29 Hj. Masitab, S.Sos Partai PPP 

30 Ambo Intang, S.Pdi Partai PPP 

31 Drs. Zeth Tinting Rantesalu Partai PKP 
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32 ~anNansyah, S.Sos Partai Hanura 

33 Andi ~uhammad Akbar, SE, ~ Partai Hanura 

34 Herman, S.Pi Partai PKB 

35 ~nhammad Iskandar, HS Partai PKB 

Swnber: Sekretanat DPRD Provms1 Kaltara 2017 

Dari 35 Orang anggota DPRD yang dilantik tersebut dibentnkjuga beberapa 

kornisi yang merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada pennulaan masa keanggotaan DPRD. 

Keanggotaan Kornisi merupakan keharusan bagi setiap Anggota DPRD, 

kecuali Pimpinan DPRD. Kornisi-Kornisi DPRD mempunyai tugas untnk 

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutnhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah, melakukan pembahasan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD, melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan 

kemasyarakatan sesuai dengan bidang kornisi masing-masing. 

I. Kornisi I (Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Bidang Pemerintahan 

Umum, Pertahanan, Keamanan, Ketertiban Hukum dan Hak Asasi 

~anusia, Komunikasi dan Infonnatika, Badan Kepegawaian Daerah, 

Organisasi Kemasyarakatan, Kependudukan, Kemaritiman/Wilayah 

Perbatasan) : 

2. Kornisi II (Bidang Perekonornian dan Keuangan, Bidang Keuangan 

Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelantan dan Perikanan, 
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Kemaritiman, Pariwisata, Koperasi UMKM, BUMD, Penanaman Modal, 

Ekonomi Kreatif, Perpajakan dan retribusi) 

3. Komisi III (Bidang Pembangunan, Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Perhubtmgan, Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappeda, Badan 

Pertahanan N asional, Agraria, dan Tata Ruang). 

4. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang KetenagakeJjaan, 

Kesehatan, Kebudayaan, Pendidikan (anak, dasar, menengah, perguruan 

tinggi), Ristek, BPBD, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pemuda, dan Olahraga, Cagar Budaya dan 

Kepariwisataan). 

Untuk dapat merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD 

dan hak anggota DPRD, kewajiban anggota DPRD, DPRD memiliki alat 

kelengkapan dan penduknng diatur pada Keputusan DPRD Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Pimpinan dan 

Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, meliputi ; 

a. Pimpinan 

Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang wak:il ketua yang 

dipilih diantara anggota DPRD, dengan earn pemilihan yang diatur dalam 

peraturan tata tertib DPRD itu sendiri. Pimpinan DPRD mempunyai 

tugas yaitu : 

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan basil sidang untuk 

diambil Keputusan 
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2. Menyusun rencana ke!ja pimpinan dan mengadakan pembagian ke!ja 

antara Ketua dan Wakil Ketua 

3. Melakukan koordinasi dalan1 upaya mensinergikan pelaksanaan 

agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD 

4. Menjadijuru bicara DPRD 

5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD 

6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi 

lainnya 

7. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan 

lembagalinstansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD 

8. Mewakili DPRD di pengadilan 

9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi 

atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 

pemndang-undangan 

10. Menyusun rencana anggaran DPRD Bersama Sekretariat DPRD 

yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna 

11. Menyampaikan laporan kine!ja Pimpinan DPRD dalam Rapat 

Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. 

b. Badan Musyawarah 

Badan Musyawarah mempunyai tugas : 

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) Masa Persidangan, atau 

sebagian dari suatu masa siding, perkiraan waktu penyelesaian suatu 

masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah 
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dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripuma untuk 

mengubahnya, 

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan 

garis kebijakan yang menyangknt pelaksanaan tugas dan wewenang 

DPRD 

3. Meminta dan /atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan 

DPRD yang lain untuk memberikan keteranganlpenjelasan mengenai 

pelaksanaan tugas masing-masing 

4. Menetapkanjadwal acara rapat DPRD 

5. Memberikan saranlpendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD 

6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus 

7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripuma 

kepada Badan Musyawarah 

8. Tiap masa persidangan adalah 3 (tiga) bulan dalam I masa sidang 

c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi mempunyai tugas yaitu : 

I. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang 

memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daeral1 

beserta alasanuya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD 

2. Koordinasi dan menyusun program pembentukan peraturan daerah 

antara DPRD dan pemerintah daerah 

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan 

program prioritas yang telah ditetapkan 
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4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep 

rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan/atau 

gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut 

disampaikan kepada pimpinan DPRD 

5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah 

yang diajukan anggota komisi dan/atau gabungan komisi, diluar 

prioritas rancangan peraturan daerah tahun beJjalan atau diluar 

rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Iegislasi 

daerah 

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap 

pembahasan materimuatan rancangan peraturan daerah melalui 

koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus 

7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan 

peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah 

8. Melakukan pembahasan, pengubahan da/atau penyempumaan 

rancangan peraturan daerah yang setara khusus ditugaskan oelh 

Badan Musyawarah 

9. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untung rancangan 

peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan 

disosialisasikan rancangan peraturan daerah yang akan di sahkan 

10. Menerima masukan dari rnasyarakat baik tertulis rnaupun lis an 

mengenai rancangan peraturan daerah yang sedang dan!atau yang 

akan dibahas oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah 
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II. Menelaah dan menguji keiayakan rancangan peraturan daerah yang 

diajukan oieh pemerintah daerah sebeium memasuki pembahasan 

oieh komisi-komisi danlatau oieh panitia khusus 

12. Meiakukan penyeiarasan akhir setiap rancangan peraturan daerah 

sebeium pengesahan dalan rapat paripurna DPRD 

13. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan daeral1 yang sedang 

berlaku untuk dikaji efektivitasnya dan kesesuaiannya dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara mandiri 

maupun atas permintaan pimpinari DPRD atau komisi-komisi. 

14. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalal1 di bidang 

perundang-undangan pada masa akhir keanggotaan DPRD, baik 

yang sudal1maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan 

sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 

d. Badan Anggaran 

Badan Anggaran mempunyai tugas yaitu : 

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 

kepada kepala daeral1 dalam hal mempersiapkan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah se1ambat-1ambatnya lima buan 

sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada 

komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembal1asan 

rancangan kebiajakan umum APBD serta prioritas dan plafon 

anggaran sementara 
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3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam 

mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Rancangan Peraturan Daeral1 tentang Pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

4. Melakukan penyempumaan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Rancangan Peraturan Daerall tentang Pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD berdasarkan basil evaluasi Menteri Dalam Negeri 

5. Melakukan pembahasan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerall 

terhadap rancangan kebijakan Umum APBD serta rancangan prioritas 

dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah 

6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan 

anggaran belanjaDPRD. 

e. Badan Kehonnatan 

Badan Kehormatan mempunyai tugas yaitu : 

l. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap 

moral, kode etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka 

menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD 

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD 

terhadap Peraturan Perundang-undangan, Tata Tertib, Kode Etik dan 

Sun1pall Janji 

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan 

terhadap Pimpinan DPRD 
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4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas basil penyelidikan, 

verifikasi, dan klarifikasi sebagairnana dimaksud pada humf c, 

kepada Rapat Paripurna DPRD 

5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD bempa 

Rehabilitasi nama baik apabila terbukti adanyan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pirnpinan dan anggota DPRD sebagairnana dimaksnd 

pada humf c diatas. 

2. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD 

Pembangnnan hukum di daerah diarahkan pada makin terwujudnya 

sistem hukum yang mantap dan dinamis, dalam rangka mewujudkan negara 

hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. 

Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program 

Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, 

terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, dan pengambilan keputusan atas peraturan daerah di lingkungan 

dewan perwakilan rakyat daerah. 

Dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah acuan yang 

dignnakan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah dan tidak lupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 243 ayat (3) yang mengatur 

mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang 

merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika 

perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukurn 

daerah. 

Dari beberapa ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci tentang 

Prosedur pembentukan Perda di lingkungan DPRD yang secara teknis 

mengatur tahapan dan bentuk ketetapan, khususnya pada Sllat pembahasan 

rancangan peraturan daerah sampai dengan proses pengundangannya. Hal ini 

seringkali menyebabkan dampak negatif terjadinya ketidakpastian terhadap 

tahapan, dan ironisnya berujung pada perdebatan-perdebatan diluar materi . 

Rancangan Peraturan yang sedang dilakukan pembahasan tersebut. Waktu, 

tenaga dan pikiran terbuang percuma memperdebatkan prosedur bingga 

berlarut tanpa hasil pemikiran yang brilian atas materi aturan itu sendiri. Tata 

Tertib di DPRD tidak bisa dijadikan rujukan untuk memecahkan perbedaan 

penafsiran, cara pandang, pendirian atas pendapat tiap-tiap anggota DPRD. 

Meskipun dalam Tata Tertib DPRD terdapat pengaturan baik itu tentang tata 

cara persidangan, rapat dan pengambilan keputusan bahkan tata cara 

pembentukan peraturan daerah itu sendiri, kenyataannya hampir seluruh tatib 
' 

disusun sebelum terbituya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Beranjak dari pennasalahan tersebut kiranya perlu disusun pedoman yang 

mengatur secara rinci dan dapat dijadikan landasan prosedur dalarn 

penyusunan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD.Tujuan 

penyusunan prosedur pembentukan peraturan daerah khususnya di 

lingkungan DPRD adalal!: 

1. Terciptanya prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu 

dalarn mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari 

pembangunan hukum daerah; 

2. Memberikan dasar pelaksanaan pekeijaan mempennudah dan pekeijaan 

bagi Anggota DPRD, sekretariat DPRD, maupun pemerintah. 

3. Terbentuknya Perda sebagai Iandasan dan perekat bidang pembangunan 

lainnya serta meugaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa 

pembangunan, instrunlen pencegah dan penyelesaian sengketa serta 

pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu. 

Secara umum ruang lingkup pembentukan Perda di lingkungan DPRD 

meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan 

penyebarluasan. Berikut penjelasan tahapan pembentukan perda yaitu : 

a. Perencanaan Pembentukan Perda 

Perencanaan pembentukan Perda di lingkungan DPRD 

dilaksanakan dalarn bentuk Propemperda. Berikut ini langkah-langkah 

perencanaan penyusunan Propernperda : 

L Rancangan judul Perda dapat diajukan secara tertulis oleh anggota 

DPRD, Komisi, dan/atau Bapemperda kepada Pinlpinan DPRD. 
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Pengajuan Judul Ranperda disertai dengan analisa dasar regulasi, 

meliputi: 

2. Landasan Hukum, yaitu apakall Raperda yang diusulkan memiliki 

landasan hukum kuat yang berkaitan dengan substansi atau materi 

yang diatur sehingga perlu dibentuk. 

3. Kebutuhan, yaitu apakah us ulan Raperda telab didasarkan pada 

perencanaan pembangtman (RPJMD dan RKPD), selain itu apakah 

Raperda dibentuk dalam rangka mengatasi suatu pennasalaban dan 

pernbentukan Raperda merupakan alternatif teraklllr untuk mengatasi 

pennasalaban tersebut. 

4. Potensi Beban dan Manfaat, yaitu apaka11 Rap erda yang diusulkan 

berpotensi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintaban 

dan rnasyarakat serta tidak memberikan beban/darnpak negatif 

terhadap penyelenggaraan pernerintahan dan masyarakat. 

5. Pimpinan DPRD mendisposisi Surat kepada Bapemperda dengan 

araban untuk tindaklanjut 

6. Bapemperda rnenindaklanjuti araban Pimpinan DPRD dengan 

melaksanakan Rapat penynsunan Propemperda di lingkungan DPRD 

bersarna Pimpinan Komisi, dan/atau anggota pengusul. 

7. Bapemperda melaporkan hasil rapat Penynsunan Propernperda kepada 

Pimpinan DPRD. 

8. Pimpinan DPRD rnemberikan araban kepada Bapemperda untuk 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerab dalam rangka penynsunan 

Propemperda Kabupaten. 
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9. Bapemperda bersama Pengusul dan Tim Legislasi Daerah 

melaksanakan Rapat kerja koordinasi penyusunan Propemperda 

Kabupaten 

I 0. Bapemperda melaporkan basil Rapat kepada Pimpinan DPRD. 

II. Pimpinan menindaklanjuti dengan arahan persiapan Paripurna 

Penetapan Propemperda sebelwn pelaksnaaan Paripurna penetapan 

APBD Tahun berikutnya. 

12. Paripurna DPRD Penetapan Propemperda Kabupaten dengan 

pembacaan judul-judul Perda oleh Ketua Bapemperda, dan permintaan 

persetujuan anggota 

13. Penetapan Propemperda Kabupaten dalam bentuk Keputusan DPRD. 

b. Penyusunan perda 

Berikut ini langkah-langkah penyusunan Perda, yaitu: 

I. Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat 

penyusunan Ranperda dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah 

ditetapkan 

2. Bapemperda bersama dengan Pimpinan Komisi dan Anggota 

Pengusul Ranperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan judul 

ranperda yang akan disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi 

masing-masing perda. 

3. Pengusul ranperda menyusun pokok materi/permasalahan atas 

Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf 

Ranperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas 

Ranperda Komisi, gabungan komisi, dan!atau Bapemperda dapat 
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melakukan ktmjungan Keija ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah 

Provinsi danlatau Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari 

masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan Kerja ke daerah lain dan 

Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan 

pelaksanaan suatu aturan setingkat a tau lebih tinggi. U ntuk mendapat 

masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan 

penyebarluasan rancangan melalui media cetak danlatau elektronik 

dan Rapat dengar pendapat dengan masyarakat/Stakeholder atas 

materi muatan yang ingin diatur dalam Ranperda dan pengaruhnya 

bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan 

konsep. Pelaksanaan Kunjungan Keija dan rapat dengar pendapat 

dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam 

dokumen Pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD. 

4. Bapemperda mengadakan rapat keija memba!Ias jadwal penyusunan 

dan persiapan pembahasan Ranperda serta penunjukan Tenaga Ahli 

pelaksana keijasama penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda. 

5. Pengusul Ranperda menyampaikan pokok materi/permasalahan atas 

Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf 

Ranperda kepada Pinipinan DPRD. 

6. Pinipinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan atas 

Ranperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. 

7. Bapemperda mengkoordinasikan proses penyusunan ranperda. 
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8_ Bapemperda memerintahkan Sekretaris DPRD untuk prosednr 

pelaksanaan keijasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk 

menyusun Naskah Akademik dan ranperda. 

9. Sekretaris DPRD melakukan keijasama dengan Akademisi pelaksama 

pekeijaan Penyusunan 

10. Pelaksana pekeijaan mengirimkan Snrat Undangan Pelaksanaan FGD 

(Focus Group Discussion) atas Ranperda dan Naskah Akademik 

11. Berdasarkan Undangan, Pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD 

12. Pelaksanaan FGD membahas Naskah akademik dan Ranperda 

13. Bapemperda meminta pettmjuk kepada Pimpinan DPRD terkait 

jadwa1 dan teknis pelaksanaan Publik Hearing atas ranperda 

14. Pelaksanaan Publik Hearing atas Ranperda dengan mengundang 

Stakeholder dan Narasumber akademisi 

15. Pengusul dan akademisi pelaksana pekeijaan Penyusunan melakukan 

penyempurnaan berdasarkan pengkajian dan penyelarasan atas Draf 

Ranperda dan Naskah akademik 

16. Bapemperda penyampaikan basil pekeijaan penyusunan Ranperda dan 

Naskah Akademik kepada pimpinan. 

17. Pimpinan memberikan araban kepada Bapemperda tentang 

Penjadwalan Rapat Paripurna Intern dalam rangka penetapan 

Ranperda Inisiatif 

18. Pelaksanaan rapat Paripurna Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD 

dengan pembacaan Judul Ranperda yang akan dibahas bersama 
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Pemerintah. Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD dalam bentuk 

Keputusan DPRD. 

19. Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Kepada Bupati dengan 

melampirkan draf Ranperda dan naskal1 Akademik berdasarkan hasil 

Paripurna untuk pelaksanaan pembalmsan Ranperda bersama 

Pemerintah. 

c. Pembabasan perda 

Pembahasan Pembentukan Perda terdiri dari : 

I. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan evaluasi 

2. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintal1 yang dilakukan evaluasi 

3. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan lnsiatif Pemerintah yang 

dilakukan evaluasi 

4. Pembahasan Ranperda Inisiatif D PRD yang dilakukan fasilitasi 

5. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintal1 yang dilakukan fasilitasi 

6. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Insiatif Pemerintah yang 

dilakukan fasilitasi 

7. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan lnsiatif Pemerintah yang 

dilakukan Evaluasi dan fasilitasi 

d. Penyebarluasan perda 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Pasal 92 menyebutkan 

bahwa Penyebarluasart Prolegda (Program Legislasi Daerah) atau yang 

sekarang disebut dengan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan 

Daerah) dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan 
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Program, penyustman Rancangan Peraturan Daerah, pembahasau 

Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. 

Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi 

dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangkn 

kepentingan. 

Kegiatan penyebarluasan Perda merupakan bentuk kegiatan dengan 

indikator capaian tersebamya Perda dan peraturan perundang-undangan 

kepada rnasyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan 

pemahaman masyarakat dan pemangkn kepentingan terhadap peraturan 

perundang- undangan yang ada di daerah. Kegiatan penyebarluasan Perda 

disamping bertnjuan peningkatan pemahaman terhadap peraturan 

perundang - undangan yang ada di kabupaten juga dapat disertai dengan 

pemberian informasi tentang DPRD pada umurnnya, baik tentang 

keanggotaan, Pimpinan, Fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD laiunya 

beserta masing-masing tugasnya. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi 

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi sentral Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan 

Umtun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan 

bahwa : DPRD memiliki fungsi yaitu: Fungsi Legislas~ Pengawasan, dan 
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Anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi 

dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Salah satu fungsi DPRD 

yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di 

Daerah adalah Fungsi Legislasi. 

Dalam penelitian mengenai efektivitas fungsi legislasi DPRD Provinsi 

Kalimantan Utara menggunakan teori efektivitas menurut Argris yang 

mengungkapkan bahwa efektivitas adalah keseimbangan/pendekatan optimal 

pada pencapaian tujuan dan kemampuan serta dalam mencapai tujuan 

tersebut, ada beberapa hal yang meliputi efektivitas keija yaitu: kuantitas 

keija, kualitas keija, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekeijaan. 

Jika menghubungkan teori efektivitas Argris maka dapat diukur efektivitas 

kineija Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Raperda 

Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut : 

a. Kuantitas kerja 

Menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) Kuantitas kerja adalah jumlah 

kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode 

tertentu. Selama satu periode di DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dari 

segi legislasi DPRD banyak menerima usulan ranperda dari eksekutif dan 

pada tahun 2014-2017 pelaksanaan fungsi legislasi berfokus pada 

penyusunan instrumen rencana peraturan daerah sehingga untuk Tahun 

2014-2017 hanya beberapa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD 

yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. 
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---------- -----------------, 

Tabel4.2 
Jumlah Perda Provinsi Kalimantan Utara peroide 2015-2017 

No Tahun Kegiatan Us ulan Perdayang Perdayang Keterangan 
Perda diparipuma masih proses 

I 2015 lnisiatifDPRD 9 I 8 Sebagian Perda 
menunggu no register 

Us ulan 5 - 4 I Perda Inisiatif 
Pemprov DPRD blm dibahas 

2 2016 Inisiatif DPRD 12 7 3 2 Perda dibahas tahun 
2017 

Usulan 10 2 7 I Perda dibahas tahun 
Pemprov 2017 

3 2017 InisiatifDPRD 25 - 20 5 Perda blm adaNA 

Usulan 20 6 13 I Perda menunggu 
Pemprov tanggapan DPRD 

Jumlah 81 16 56 29InisiatifDPRD 
52 Usulan PemProv 

Sumber: Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Prov. K.altara Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat seberapa jauh kontribusi DPRD 

provinsi kalimantan utara dalam penyusunan peraturan daerah, selama 

kurang lebih tiga tahun sebagai wakil rakyat daerab pada periode 2014-

2019 dari 81 Peraturan Daerah hanya 15 Rancangan Peraturan Daerah 

yang di Paripurnakan dan sebagian besar Rancangan Peraturan Daerab itu 

merupakan usulan dari pihak eksekutif Hal ini disebabkan karena 

kurangnya kemampuan anggota DPRD pada umumnya tentang ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan peraturan daerab 

baik secara materi maupun secara teknis serta ketepatan waktu dalam 

pembahasan ranperda jarang sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah 

disusun. Sedangkan fungsi legislasi ini adalah sebagai wahana utama 

untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam formulasi 

peraturan daerab. 

64 

43294.pdf



Sebagaimana basil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua DPRD 

Provinsi Kalimantan Utara bapak H. Abd. Djalil Fatah yang mengatakan 

bahwa: 

"Masyarakat sering menganggap bahwa DPRD hanya Lembaga yang 

mempunyai peran kecil dalam proses pembuatan kebijakan. Selama 

ini Produk hukum hanya dari Pemerintah daerah sedangkan DPRD 

hanya bersifat Pasif. Hal ini menjadi tantangan serta tugas yang besar 

yang harus kami buktikan, sebenamya kami memiliki peran penting 

dalam memproduksi kebijakan dan aturan daerah yang diharapkan 

mampu mengembangkan potensi dan kemajuan daerah. Dengan 

memproduksi sebuah Perda kebijakan atas inisiatif sendiri 

membuktikan bahwa DPRD Prov. Kaltara telah melakukan tugas dan 

perannya sesuai dengan amanat rakyat Karena penyusunan sebuah 

Perda inisiatif berkaitan erat dengan kemampuan melaksanakan peran 

yang disebabkan beberapa hal seperti Tingkat Pemahaman anggota 

dewan terhadap peranannya, kualitas serta kapabilitas individu 

anggota dewan, dan terakhir adanya kemajuan serta komitmen yang 

kuat dan tingkat konsistensi yang tinggi." 

Adanya pergeseran kekuasaan legislasi di daerah sebagai dampak 

dari diberlakukannya UU no.32 tahun 2004, harus disejajaikan dengan 

kesadaran kan peran dan wewenang anggota DPRD. Pergeseran ini 

harusnya diikuti dengan peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas 

Perda inisiatii' yang dihasilkan. Perurnusan kebijakan tidak hanya di 

dominasi pemerintah, DPRD sebagai wakil rakyat juga harus mampu 

menghasilkan Perda atau kebijakan yang berorientasi pada pemberian 

perlindungan hak-hak rakyat, memberdayakan masyarakat dan melakukan 

perubahan terhadap sistem pemerintahan kearah yang Good Governance. 
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Hasil sempa juga peneliti mewawancarai dengan Drs. Djoko Isworo 

Kepala Bagian Produk Hukmn Biro Hukum Sekretariat Provinsi 

Kalimantan Utara yang mengatakan bahwa : 

"DPRD Prov. Kaltara disarankan untnk mengajukan pada program 

yang sudah disusun, Ini agar kegiatan Dewan dalam membuat perda 

dan irnplementasinya di lapangan menjadi efektif dan efisien. DPRD 

kaltara yang selama tahun 2015-2017 hanya menyelesaikan 15 raperda 

menjadi perda dari target 81 raperda. Menumt joko, Dewan harus 

mengedepankan skala prioritas pada kuantitas dalam menyusun 

program pembentukan perda. Kualitas isi perda harus menjadi 

pertimbangan yang lebih diutamakan dari pada kuantitas. "Saat 

membentnk peraturan daeral1 hams juga memperhatikan efisiensi dan 

efektivitas ketika nanti peraturan daerah itu diirnplementasikan. Lebih 

baik hanya sedikit perda yang dihasilkan tapi bisa diirnplementasikan 

secara baik di lapangan." Perumusan dan pembahasan naskah 

akademik dalam membuat sebual1 perda bisa butuh waktu sekitar satu 

bulan. Karena itu jika idealnya berapa perda yang ditargetkan dewan 

selama satu tahun, paling ban yak 10 rap erda. "Kalan misalnya 

menargetkan sampai 40 raperda, seperti taboo ini, itu hal yang luar 

biasa, tapi kenyataannya kan hanya 7 raperda yang berhasil ditetapkan 

menjadi perda. 

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka 

mendukung pelaksanaan otonomi luas didaerah adalah fungsi legislasi. 

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD diberi bermacam-macam 

hak yang salah sattmya adalah hak mengajukan rancangan peraturan 

daeral1 dan hak mengadakan pembahan atas Raperda atau irnplementasi 

dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. 

Pembentukkan peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hokum 
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ditingkat daerah adalah untuk mewujudkan peratnran perundang­

undangan dalam melaksanakan pemerintahan daeral1 serta sebagai 

penampung aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan hal tersebut. 

Demikian juga dikatakan oleh perwakilan LSM yaitn bapak 

Hardianto sebagai berikut : 

"Perlu keseriusan dan peningkatan pembentnkan peraturan daerah 

inisiatif DPRD Prov. Kaltara sebagai wujud penyerapan aspirasi 

masyarakat. "Sebenarnya tidak mutlak harus ada perda inisiatif, namun 

jika DPRD benar-benar menyerap aspirasi dan memahami masalah, 

tentn akan ada perda-nya," Ia menjelaskan selama ini banyak contoh 

kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan membutnhkan perda 

inisiatif, namun tidak ada realisasinya. Makanya DPRD harus banyak 

menyerap aspirasi masyarakat dan memahruni masalah dari berbagai 

pemangku kepentingan dan mengetahui. isu-isu terbaru," katanya. 

Beliau menegaskan jangan sampai DPRD malah ketinggalan 

informasi karena semakin cepat tindakan dari para anggota dewan itn 

dan ada perwujudan perda inisiatif, tentu pemerintah setempat, swasta 

dan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat menindaklanjuti." 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Talmn 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sampai dengan amandemen yang terakl!ir adalah 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun2015 tentang Pemerintah Daerah yang 

memisahkan DPRD dari pemerintah daerah, dirnaksudkan untuk 

menempatkan DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menjalankan 

pemerintahan dan pembangunan didaerah. Dalam hal ini DPRD sebagai 

badan legislatif mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra 

pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat, diartikan sebagai 
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keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, 

secara aktif dalam penentnan kebijakan publik a tau peraturan perundang­

undangan. Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik 

modem, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untnk melakukan 

negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak 

langsung terhadap kehidupan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan 

demokrasi partisipatoris. 

Sebagaimana basil wawancara peneliti dengan Ketna Organisasi 

Masyarakat Muslimat NU Prov. Kaltara yaitn ibu Hj. Sumiati, SE yang 

mengatakan bahwa: 

"Di era demokratisasi saat ini, peran lembaga legislatif dituntnt untnk 

lebih responsif dan strategis dalam menentnkan suatn tatanan 

kebijakan. D PRD sebagai lembaga yang mepresentasikan aspirasi 

masyarakat secara terlegitimasi, hams mampu menciptakan tatanan 

kebijakan publik inisiatif DPRD. Peran ini hams mampu 

dilaksanakan, perda yang dihasilkan diharapkan mampu 

mengakomodir berbagai kepentingan dari semua golongan masyarakat 

dan tidak terfokus pada keinginan Pemerintah, Sebuah Perda tidak 

hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki 

fungsi strategis lain yaitn memberikan perlindungan terhadap hak -

hak rakyat agen pembahan sosial dan meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat. Untuk itn, dalam proses penyusunan Perda harus 

melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat." 

Hal sempa juga disampaikan oleh Bapak Annin Jauhari, SH Kepala 

Bagian Pembinaan, Pengawasan dan lnformasi Hukum Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 
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"Prolegda itu merupakan bagian dari Jegitimasi sebuah kebijakan 

publik dan kita ketahui bahwa kebijakan pnblik adalah sebuah solusi 

untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi masalah 

sehingga formulasi kebijakan yang menjadi dasar dalarn sebuah 

kebijakan bisa dijalankan secara maksimal. Terkait hal itu, saya rasa 

target prolegda pada periode tersebut belum tercapai. Dari 

ketidaktercapaian ini menjadikan kineija legislatif hams bisa lebih 

ditingkatkan lagi, jangan sampai fungsi Jegislasi itu digunakan hanya 

untuk memenulri target saja tapi tidak bisa memenuhi unsur kualitas 

perda yang baik adalah perda yang bisa mengidentifikasi persoalan­

persoalan yang ada sehingga nanti hasilnya perda itu dibuat sesuai 

dengan keinginan masyarakat dan bisa menjadi sebuah solusi dari 

persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Utara." 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa informan diatas 

dapat ditarik kesimpulan peraturan daerahinisiatizyang dibentuk oleh 

DPRD Pruvinsi Kalimantan Utara beijalan dengan baik namun perlu lebih 

ditingkatkan lagi agar menjadi Iebil1 banyak pembentukan raperda 

menjadi perda, Selama tahun 2015-2017 DPRD Provinsi Kalimantan 

Utara hanya menyelesaikan 15 raperda menjadi perda dari target 81 

raperda. Dewan barns mengedepankan skala prioritas dari pada kuantitas 

dalam menyusun program pembentukan perda. Kualitas isi perda barns 

menjadi pertimbangan yang Iebih diutamakan dari pada kuantitas. 

b. Kualitas kerja 

Indikator selanjutnya dalam mengukur efektivitas menurut Argris adalah 

Kualitas Keija. Kualitas keija sangat erat hubungannya dengan biaya dan 

banyaknya usaha yang dilakukan. Menurut Wilson dan Heyel (1987:101) 

mengatakan bahwa kualitas keija menunjukkan sejauh mana mutu seorang 
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pegawa1 dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, 

kelengkapan, dan kerapian. Sasaran yang ingin dicapai oleh DPRD 

Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri terkait banyaknya usaha apa saja 

yang telah dilakukan untuk mencapai tttiuan. Upaya yang dilakukan 

dalam membangun sebuah perda melalui prolegda harus dilakukan 

dengan benar dan sungguh-sllilgguh. Pembahasan prolegda yang 

dilakukan pun hams sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti harus 

adanya Naskah Akademik terlebih dahulu. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat 

DPRD Ibu Fianti Abdul Karim, SH kepada peneliti : 

"Harus. Banyaknya perda keluaran Provinsi Kalimantan Utara ini 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya Naskah Akademik yang memenuhi 

syarat ideal sebagai langkah awal membuat perda." 

Berdasarkan basil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa naskal1 

akademik merupakan dasar dari pembuatan suatu perda karena isi pada 

naskah akademik tersebut lebih spesifik artinya tidak seperti Ulldang­

Ulldang yang sifatnya umum serta naskah akademik juga harus dibuat 

oleh orang yang berkompeten. Dari keterangan mengenai naska!I 

akademik, diketahui barn beberapa raperda sudah ada naskah 

akademiknya. Hal ini seperti dillilgkapkan oleh Kasubag. Perda dan 

Keputusan Kepala Daerah Biro Huknm Sekretariat Provinsi yaitu Ibu 

Radiah BT Yolohio, SH: 

" Sebelum masuk ke prolegda, usulan dari pemerintah daerah dan 

DPRD kami saring terlebih dahulu. Semua usulan yang diterima 
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harus disertakan naskah akademik, karena didalam naskah 

akademik terdapat aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang 

sangat penting sebagai dasar pembuatan perda. J ika, ada suatu 

usulan yang tidak ada naskah akademiknya maka akan karni 

kembalikan." 

Dari basil penelitian ditemukan ada perda - perda Provinsi Kalimantan 

Utara yang sudab bertentangan dengan aturan yang ada seperti perda 

tentang miras yang sudal1 di atur di Pemerintal1 Provinsi Kalinlantan Utara 

sehingga rnembuat perda ini tidak konsisten dan ada juga ranperda yang 

disusun oleb DPRD Provinsi Kalinlantan Utara yang juga bertentangan 

dengan perda yang diatur oleb Pemerintah Provinsi Kalinlantan Utara. 

Sebagainlana basil wawancara peneliti dengan sekretaris DPRD Prov. 

Kaltara yaitu Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si yang mengatakan ba!Iwa : 

"Ada beberapa kendala yang dijumpai yaitu dimana dalam 

pemba!Iasan masing-masing perda itu sehingga mempengaruhi 

kualitas perda, perda inisitaif yang mana perda itu ada yang diajukan 

pemerintah provinsi yang sifatnya mengatur tentang miras. lalu perda 

itu di ajukan kepada dewan. Dewan sendiri bisa membatalkan produk 

bukum karena didalam daetah itu sendiri perayaan miras ada 

kaitamiya dengan adat seperti di malinau. Sehingga mempengaruhi 

kualitas dalam perda itu sendiri adala!I rnenyangkut adat istiadat, 

politik, psikologi, sosiologi, dan menyangkut kepentingan­

kepentingan lain yang dapat menjadi kendalanya. " 

Sebagainiana basil wawancara peneliti dengan Kasubag. Perda dan 

Keputusan Kepala Daera!I Biro Hukum Sekretariat Provinsi yaitu lbu 

Radia!I BT Yolohio, SH sebagai berikut : 
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"Evaluasi perda hanya berlaku pada perda-perda tertentu saja seperti 

rpjmd, apbd, retribusi tala ruang selain perda-perda tersebut tidak 

perlu adanya evaluasi. Fasilitasi hanya ada dalam pembahasan, 

dimana pembahasan ini karena adanya pasal-pasal yang tidak jelas 

sehingga dilakukan evaluasi ke kemendagri untuk mendapatkan 

kebenaran antara perbedaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan 

menurut pemprov fusilitasi sekarang ini wajib. tapi sebenamya 

menurut aturan fusilitasi ini tidak wajib. fasilitasi hanya bentuk 

permintaan dan yang menjadi fasilitator adalah pemprov bagian 

hukum." 

Secara teoritis salah satu fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan 

policy dan membuat undang-undang, Miriam Budirujo (1996;182-183) 

menyatakan: fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan policy 

(kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak 

legislatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang­

undang yang disusun oleh pemerintah. Sedangkan Pamudji 

mengemukakan bal1wa secara umum fungsi badan perwakilan berkisar 

pada fungsi perundang-undangan, kenangan dan pengawasan. Fungsi­

fungsi yang telah dikemukakan di atas tersebut DPRD menjalankan 

tugasnya sebagai badan legislatif di daerah dan sebagai partner kepala 

daerah dalan! menjalankan roda pemerintahan daerah. 

Kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi bnkan hanya 

dililiat dari jumlah peraturan daerah yang dibentuk, melainkan pada bobot 

kualitasnya, yaitu : 

a. Memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

b. Memberi kepastian hokum padamasyarakat; 
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c. Bermanfaat bagi masyarakat tennasuk merekayasa masyarakat (social 

engineering) menuju kearab yang dicita-citakan dalam arti positif; 

d. Produk hukum (perda) tersebut dapat dilaksanakan dengan dukungan 

partisipasi masyarakat secara Iuas (Wasistiono dan Wiyono, 2009:78). 

Sementara ini DPRD masih relatif terbatas dalam menyusun 

raperda. Anggota DPRD harusnya proaktif menyusun raperda yang 

memang sudah dibutuhkan masyarakat atau yang sudah digariskan dalam 

prolegda, jadi tidak hanya menunggu dari inisiatif dari pemerintah daerah. 

c. Ketepatao waktu 

Menurut Bernardin & Russel (2003) Ketepatan waktu merupakan 

dimana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu basil produksi 

dapat dicapai pada permulaan waktu yang ditetapkan. Dari basil penelitian 

ditemukan bahwa ketepatan waktu pembahasan jarang sesuai dengan 

penetapan waktu pembahasan sehingga ranperda yang sudah masuk dalam 

prolegda ada beberapa yang tidak sempat diparipurnakan dalam jangka 

satu tahun prolegda. 

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan fungsi legislasi merupakan 

salah satu masalah yang sulit diselesaikan kama ada ranperda yang terlalu 

cepat dibahas dan ada ranperda dalam pembahasan membutuhkan waktu 

yang lama tergantung situasi dan dinamika politik saat pembahasan. 

Rancangan peraturan daerah APBD yang akan dibahas oleh tim anggaran 

pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara 

ketika dalam proses pembahasan sangat jarang membahas per-item 

akibatuya pembahasan yang seharusnya tiga hari malah dipersingkat 
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menjadi dua hari sehingga tidaklah mungkin dalam waktu singkat tersebut 

untuk membahas ranperda APBD yang sangat tebal kemudian bisa 

diselesaikan, kama pembal1asan ranperda APBD membutuhkan waktu 

yang sedikit lama agar bisa membal1as setiap item yang ada dalam 

ranperda APBD. 

Pembentukan Perda InisiatifDPRD Provinsi Kalimantan Utara sering 

mol or dan tidak tepat waktu a tau tidak sesuai dengan jadwal dan rencana 

yang telal1 disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 

(Propemperda). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari data dan 

hasil wawancara dengan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD 

yaitu Dedy Triwahyudi, SH sebagai beriknt : 

"Ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat-rapat Pansus Ranperda 

menunjukkan kurangnya keseriusan anggota dewan dalaJU 

menjalankan fungsi legislasi. JumlaiJ anggota Pansus Ranperda yang 

terlalu banyak memunculkan sifat sating harap sehingga proses 

pembahasan Pansus Ranperda menjadi lebih lama Prosedur dalam 

pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dewan 

lebili panjang dan runlit." 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

Perda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara sering molor dan tidak 

tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal dan rencana yang Ielah 

disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), 

Teijadinya perdebatan berkepanjangan dan adanya penyesuaian dengan 

UU diatasnya akan mempengaruhi lambatnya pembahasan sebuah 

Ranperda. 
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Dalam pembuatan perda melalui prolegda tentunya DPRD dan 

Pemerintah Daerah tidak bisa main-main dalam prosesnya. Butuh 

keseriusan dan kesungguhan untuk bisa membuatnya hingga tal1ap 

inlplementasinya. Karena perda merupakan kebutuhan akan masyarakat. 

Namun, terkait dengan keseriusan dan perda sebagai kebutuhan masyarakat, 

maka seharusnya DPRD dan pemerintah daerah dapat menyelesaikan usulan 

yang ada, mulai dari usulan, raperda kemudian hams bisa dijadikan perda. 

Terkait hal ini DPRD dan pemerintah daerah masih meninggalkan kesan 

negatif dalam kineija pembuatan perda Dalam satu periodeada banyak 

raperda yang tidak selesai diballas atau tidak dilanjutkan. 

Hal ini diungkapkan Ketua Organisasi Masyarakat Muslinlat NU lbu 

Hj. Sumiati, SE sebagai berikut : 

"Dalam setiap periode pasti ada lab raperda yang tidak dapat 

dilruijutkan atau ditunda Padahal semuanya mungkin merupakan 

kebutuhan masyarakat. Seperti raperda tentang perlindungan 

perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan. Saya sebagai orang 

yang aktif dan menyoroti dibidang perempuan otomatis saya 

mengikuti perkembangannya. Namun bagainlana perda yang tidak 

dilanjutkan kan seharusnya bisa dilanjutkan. Ini berarti pemerintal1 

daerah kurang serius. Kalo tidak dilanjutkan harusnya tidak usall 

diusulkanjadi sayang anggarannya" 

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerall 

DPRD Proviusi Kalinlantan Utara Bapak H. AR. Rasyid yang mengatakan : 

"Sebenamya dengan perda yang telah dihasilkan oleh dewan menurut 

saya sudah cukup bagus walaupun masih lebih sedikit dibandingkan 

perda basil pemda Namun ada banyak raperda yang tidak bisa 
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dilanjutin itu berasal dari usulan gubemur karena banyak kendala 

yang dihadapi seperti sibuknya masing-masing dewan pada rapat 

kornisi, reses atau fraksi atau bisa saja dinasnya yang tidak siap akan 

naskah akaderniknya dan lain sebagainya." 

Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara lainnya yaitu 

Bapak Drs. H. Abdul Madjid Ganijuga menarnbahkan: 

"iya rnemang ada raperda yang tidak bisa dilanjutkan. Semuanya 

karena alasan dinasnya belum siap naskah akademiknya. Misalnya 

naskah akaderniknya sudah diajukan tapi setelah dikaji dipansus 

temyata banyak kekeliruan, ketidak tepatan dan lain sebagainya, rnaka 

naskah akadernik tersebut harus diperbaiki. Selain dari segi naskah 

akadernik, seperti waktu rapat komisi dan pansus yang bersarnaan, 

rna sa reses dan lain sebagainya juga menjadi kendala untuk karni." 

Berdasarkan basil wawancara diatas, maka dapat peneliti sirnpulkan bahwa 

ada perda yang tidak selesai tepat waktu bahkan ada perda yang tidak 

dilanjutkan karena terkendala waktu, yaitu bersarnaan antara rapat komisi, 

fraksi dan kegiatan lainnya, kernudian terkendala sumber daya manusianya 

(dewan dan pemda), yaitu banyaknya dewan yag melakukan kepentingan 

masing-masing dibandingkan mernbahas raperda. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dalam 

menjalankan Fnngsi Legislasi 

Menurut Prawirosentono (2002 : 32) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi kineija suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas 

legislasi DPRD adalah sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD 
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sangat menentukan agar mampu memainkan peranan dalam arti mampu 

menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban 

secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Untuk 

itu anggota DPRD hams didukung dengan tingkat pendidikan dan 

pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, 45% dari anggota 

menyatakan mendapatkan pelatihan hanya awal dilantik menjadi anggota 

DPRD, melalui orientasi yang diberikan kepada semua anggota DPRD. 

Sedangkan 55% anggota DPRD Iainnya telah beberapa kali mengikuti 

pelatihan, sehubWJgan dengan bidang keija komisi yang diwakili. Dengan 

demikian menWJjukan bal1wa pelatihan yang diperoleh anggota DPRD belum 

merata terhadap semua anggota DPRD. Sehingga jelaslall ballwa kualitas 

anggota DPRD dinilai dari tingkat pendidikan dan Jatar belakang keilmuan 

yang terkait serta pengalaman dalam bidang pemerintahan sangat 

mempengaruhi kemampuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya DPRD seperti menyusWJ Raperda, menyerap aspirasi 

masyarakat dan merumuskan dalam bentuk kebijakan publik. Kurangnya 

pengetahuan dan pengalaman yang dinliliki berhubungan dengan bidang 

tugasnya, akan menyulitkan anggota DPRD dalam menuangkan pikiran serta 

menganalisa suatu permasalallan dan menuangkrumya dalam pembentukan 

Perda. 

Peraturan Tata Tertib DPRD yang merupakan acuan bagi Dewan untuk 

menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban harus 

memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu lliltuk mengusulkan Raperda 
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tersebut hams diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota Dewan 

yang terdiri dari lebih satu fraksi. Dari basil wawancara dengan sepuluh orang 

responden, empat orang dari respond en menyatakan kurangnya inisiatif untuk 

mengajukan Raperda juga disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan tata Tertib DPRD. Selanjutnya dengan diperbaharui peraturan tata 

tertib DPRD periode 2015-2019, yang tidak mewajibkan persyaratan tentang 

jumlah fraksi untuk dapat mengusulkan Raperda, maka untuk kedepan 

diharapkan semakin banyak jumlah Perda yang diusulkan Dewan, sejalan 

dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah memberikan kekuasaan untuk 

membentuk Perda pada DPRD, apalagi dengan adanya penegasan, bahwa hak 

inisiatifmerupakan hak anggota DPRD bukan hak DPRD (lembaga), sehingga 

dapat memudahkan anggota DPRD untuk mengajukan Raperda. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinelja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu 

penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut : 

l. Faktor Pendidikan I Kemampuan Anggota DPRD 

Diperoleh keterangan berkenaan dengan kualitas SDM anggota DPRD 

Provinsi Kalimantan Utara bahwa, jika dilihat tingkat pendidikan anggota 

DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2014 - 2019 secara keseluruhan 

dapat dikatakan cukup tinggi, karena dari 35 orang anggota sekitar 65% 

adalah saljana (Sl) selebihnya seljana muda dan tamatan SLTA. Namun 

mengenai kualitas SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Badan 

Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam melaksanakan fungsi legislasi 

melalui program legislasi daerah masih rendal1, baik dalam mengelola data 

78 

43294.pdf



r-------------------------------------------------------------------

dan informasi yang di dapat dari masyarakat maupun dalam penyusunan 

Raperda. Hampir sebagian anggota DPRD yang barn meJliadi anggota, dengan 

langkanya pengalaman mereka mengenai teknik perumusan Raperda 

menyebabkan berbagai kesulitan dalam pembahasan tersebul Tetapi 

sebaliknya para anggota yang lama justru kurang membantu anggota bam 

untuk memahami cara merumuskan Raperda, sehingga argumentasi yang 

diajukan oleh anggota yang barn ini tidak sesuai dengan tujnan yang dibal~as. 

Persoalan ini biasanya dapat diatasi oleh ketua Pansus yang netral dan tidak 

niemihak kepentingan manapnn juga dan atas kesadaran anggota DPRD 

Provinsi Kalimantan Utara akan pentingnya musyawarah dan mufakat. 

Dalam keanggotaan bapemperda berperan sebagai koordinator 

pembuatan rap erda. Keanggotaan Bapemperda yang diisi I 8 ( delapan bel as) 

anggota dewan dari berbagai fraksi ini berkeljasama untuk memilih usulan 

yang sesuai dengan skala prioritas, yaitu yang terkait kesehatan, pendidikan, 

pelayanan publik, pembangunan dan sebagainya. Namun, dalam prakteknya 

keanggotaan bapemperda sering berubah. Perubahan yang teljadi pada 

susunan keanggotaan sangat mempengarnhi kinelja dewan saat itu. Hal ini 

diungkapkan oleh Ketua Bapemperda Bapak H. AR. Rasyid yang mengatakan: 

"Seharusnya anggota yang ada di bapemperda adalah yang mengerti 

analisis kebijakan publik. Jangan sampai anggota yang masnk tidak 

paham tentang analisis kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan 

beljalan dengan efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat, 

seharusnya anggota tidak berganti-ganti. Jadi, wajar ketika anggota 

bapemperda barn belajar dan hams diganti dengan anggota lain, hal ini 

yang tidak baik dan peran partai politik juga untuk bisa menempatkan 

yang hams sesuai dengan kapasitasnya." 
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Hal serupa juga diuugkapkan Kasubag Perundang-uudangau Sekretariat 

DPRD yaitu Dedy Triwahyudi, SH : 

"Harusnya sih jangan diganti-ganti. Kan kalau orang yang dari awal 

sudah rnengerti posisi keijanya disitu terns tiba-tiba berhenti, maka 

orang yang baru masuk harus bisa beradaptasi dari awallagi. Makanya 

saat pernilihan harus dipertirnbangkau supaya tidak diganti-ganti." 

Hasil wawancara menjelaskan bahwa, sebelurnnya Pansus sudah 

rnemberikan rnasukan- rnasukan kepada anggota baru uutuk rnernaharni teknik 

dalam perurnusan atau pernbahasan Raperda yang diajukan oleh Eksekutif. 

Tetapi rnasih terlihat kurangnya pengetahuan anggota baru. Hal tersebut dapat 

dirnaklurni bersama walaupuu secara urnurn tingkat pendidikan anggota 

DPRD dianggap cukup tinggi. Latar belakang pekeijaan sebelurn rnenjadi 

anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara turut rnernpengaruhi SDM anggota 

DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya bermuara pada 

kernampuan rnelaksanakan fungsi legislasi. Berdasarkan kondisi ini dapat 

dikatakan bahwa, kualitas SDM DPRD Provinsi Kalimantan Utara tergantung 

kernampuan anggota dalam rnengaplikasikau fungsi legislasinya yang sangat 

mernerlukan kecermatan dan kernampuan seseorang dalam rnernbuat aturan 

yang akan diterapkan pada skala pernerintah daerah tersebut. Kernampuan 

anggota yang kurang tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya, 

misalnya mernbuat Peraturan daerah bersama dengau Kepala Daerah 

(Gubemur), rnenyusuu dan rnenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah bersarna Pernerintah Daerah, rnengawasi pelaksanaan Undang-
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Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daeral1. 

2. Faktor Pengalaman 

Seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara disebut 

berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karyalpandangan barn da!anJ 

bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah 

pembangunan, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesionalnya 

sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Utara. Pendapat diatas 

dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil diwawancarai, 

diantaranya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, memberikan keterangan 

bahwa pada prinsipnya, pengalaman anggota DPRD secara signifikan 

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, karena 

pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijakannya dalam menghadapi suatu 

masalaiJ, disamping itu akan memberikan tambahan dalam berfikir, bersikap 

dan bertindak, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan. 

Diketahui bahwa, pengalaman anggota DPRD Provinsi Kalimantan 

Utara yang pemal1 duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh 

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini 

sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan­

kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk kemudian berusaha 

memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Pengalaman 

seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
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fungsi yang diemban oleh Dewan, karena dia bisa mengetahui kendala-

kendala yang ada dari periode sebelumnya, sehingga pengalaman yang 

dimiliki oleh anggota yang pemah duduk dilembaga legislatif dapat membantu 

memecahkan persoalan yang dihadapi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua 

Bapemperda Bapak H. AR. Rasyid yaitu : 

"Seharusnya dilakukan pelatihan bagi anggota dewan agar memiliki 
bekal dan bisa lebih berperan dalam pembuatan peraturan daerah. 
Namun, pada kenyataannya seperti pelatihan itu tidak pemah 
dilakukan." 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat H. Ridwan Labago 

yaitu: 

"Seharusnya ada pelatihan untuk dewan, karena dewan ini dari berbagai 
macam latar belakang, ada yang dari hukum, politik, ekonomi dan lain­
lainnya.Tetapi mengacn pada UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan 
bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, melalui beberap amekanisme,baik 
secara lisan maupun tulisan. Namtm, selama ini masyarakat tidak 
banyak berperan dalam proses pembentukan perda karena memang 
masyarakat tidak terlibat secara aktif dan pembahasan-pembahasan 
tidak melibatkan masyarakat." 

Diketahui bahwa, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Kalimantan 

Utara telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi 

kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat informan bahwa, setiap 

anggota DPRD pasti pemah aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik itu 

dalam lingkup kecil sampai lingkup nasional, meskipun tidak menutup 

kemungkinan ada juga beberapa anggota DPRD yang tidak begitu aktif dalam 

organisasi kemasyarakatan, seperti pengalaman dalam partai politik. 

Berdasarkan pemyataan ini dapat diinterpretasikan baltwa, faktor pengalaman 
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merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kemampuan dalam 

menjalankan fimgsi, karena dengan pengalamannya itu anggota DPRD dapat 

menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan informasi 

yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan 

yang tepat pula. Faktor kedua adalal1 pentingnya data/informasi, sedangkan 

faktor pendidikan menempati posisi terakhir karena pengarulmya terhadap 

kemampuan DPRD relatif kecil dalam melaksanakan fungsi Jegislasi. Namun, 

faktor pengalaman bnkan segala-galanya, karena harus juga didnkung oleh 

tingkat intelektual yang tinggi dan faktor Jegitimasi masyarakat Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalalmya bnkan semata-mata 

pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat 

pemallamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan 

masalalmya), tingkat keberanian untuk mempeijuangkannya secara 

proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Pendapat ini 

didasarkan pada beberapa hal, pertama, ballwa secara politik memilih anggota 

DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalall hak politik rakyat, sebagai wujud 

dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menentnkan pilihannya terhadap orang 

yang dipercayainya, bukan soal kesaijanaannya. Kedua, ballwa Dewan dan 

para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas 

Dewan dan auggotanya merupakan cerrninau dan gambaran dari kualitas 

masyarakat secara keselurullan. 
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3. Faktor Penguasaan Data dan infonnasi 

Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data atau infonnasi, yaitu 

adalah bertambahnya altematif-altematif dan pendekatan barn untuk 

pemecaban masalah-masalah dan untuk mengurangi timbulnya masalah­

masalah serupa dimasa mendatang, semakin Iebamya Iandasan ilmu 

pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan 

ketepatan pengambilan keputusan selurub sektor dan selurub kegiatan. 

Berkenaan dengan hal ini, basil observasi mengatakan bahwa, temyata data 

atau infonnasi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara cukup 

banyak tersedia, baik itu melalui infonnasi yang disampaikan oleh masyarakat 

yang secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat 

atau pengiriman delegasi. Disamping itu anggota Dewan juga a1:t:if dalam 

mencari dan menggali data atau infonnasi tersebut melalui kunjungan ke 

daerah-daerah. Kemampuan anggota DPRD dalam menghimpun data dan 

infonnasi menggunakan cara yaitu, Pertarna: melakukan pendekatan dengan 

Pemerintah Provinsi untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat 

yang sudah disimpulkan oleh Gubemur setempat. Kedua : Anggota Dewan 

melalui fraksinya masing-masing terjun Iangsung ke daerah yang 

diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belurn 

tertarnpung, selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, 

kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang 

hams didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu barn dimatangkan 

dalam komisi. 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kualitas data atau informasi 

yang diterima DPRD Provinsi Kalimantan Utara masih rendah!kurang 

berkualitas jadi perlu diolah kembali dengan membandingkannya dengan 

berbagai sumber informasi yang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua 

Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Bapak H. AR. Rasyid 

"memang informasi yang didapatkan dari masyarakat sudal1 cukup 

banyak, namun masili diragukan kualitasnya, untuk itu perlu dilakukan 

cross check kembali kepada sumber informasi yang lain, sehingga 

didapatkan data!informasi yang benar-benar berkualitas. 

V aliditas data!informasi yang dimaksud disini adalal1 apakah data dan 

informasi yang diperoleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara telall 

benar-benar sesuai dengan permasalallan yang ada, karena informasi yang 

tepat untuk pencari infonnasi yang tepat, akan menentukan keputusan yang 

tepat pula. Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan 

pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki 

validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang diliadapi, untuk itu 

diperlukan keJja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber 

informasi lain yang lebili tepat dan akurat. Kondisi ini diakui oleh salall 

seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Yaitu Bapak Rahman 

Padengka, SE. 

"data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD kurang memadai dengan 

permasalallan yang ada, sehingga seringkali anggota DPRD 

mendapatkannya bukan dari DPRD tetapi dari jalur infonnal/pribadi, 

dau tidak semua anggota DPRD memilikinya, tergantung dari kualitas 
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SDM anggota Dewan dan kemauan untuk menggali informasi yang 

valid" 

Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dapat 

diinterpretasikan bahwa, inforrnasi yang ada belum dimanfaatkan secara 

optimal oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalarn rnengarnbil 

suatu kebijakan, diantaranya karena inforrnasi yang ada belurn tentu akurat, 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga belurn dapat digunakan 

sebagai dasar untuk pengarnbilan keputusan. Disini diperlukan adanya sarana 

pelayanan informasi yang akan rnenyediakan berbagai informasi yang 

rnernadai dan rnudah diperoleh, karena tanpa informasi yang rnernadai dan 

rnudah diperoleh rnaka para anggota legislatif akan rnengalarni kesulitan 

dalarn rnembaiJas berbagai rnasalah dengan rnitra keljanya. 
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BABV 

KESIMPULAN, KETERBA T ASAN PENELITIAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis penelitian ini yaitu 

efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalarn menjalankan 

fungsi legislasi dalam mewujudkan peraturan daerab yang berlrualitas dan 

dapat disesuaikan dengan kondisi belum dapat berjalan dengan baik 

sebagaimana mestinya atau bisa dikatakan tidak efektif. Pola yang terbangtm 

dalarn kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara harus diperbaiki berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut : 

l. Kuantitas perda yang di hasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, belum 

menunjukan capaian yang maksimal karena dilihat dari jumlah Perda yang 

disahkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2015-2017 yaitu 1 5 

perda dari 81 Ranperda. 

2. Kualitas perda yang dihasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara kurang 

relevan dengan persoalan yang ada dimasyarakat karena selain perda non 

APBD, perda yang di hasilkan sebagian besar berbentuk PAD oriented 

yaitu perda tentang retribusi dan ini masih menjadi perdebatan dikalangan 

masyarakat, serta ada juga Perda yang memuat kepentingan kelompok 

tertentu. 

3. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pembal1asan Ranperda sangat 

dipengaruhi oleh situasi dan dinamika politik dalarn pembahasan 
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Ranperda. Sehingga ada Ranperda yang terlalu cepat dibahas dan ada 

Ranperda dalam pembal~asan membutuhkan waktu yang lama. 

Selain beberapa hal tersebut di atas, ditemukan juga faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kinelja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam 

menjalankan fungsi legislasi, yaitu untuk kemampuan anggota DPRD 

Provinsi Kalimantan Utara dalam menyustm Ranperda masih kurang. 

Anggota DPRD memang sering terhbat aktif tmtuk rapat pembahasan 

ranperda namun dalam memberikan gagasan, ide dan sumbangan pemikiran 

sangat kurang. Hanya 35% anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang 

paham dan mampu menyustm peraturan daerah. 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterhatasan yang 

dapat mempengarulri kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun 

keterbatasan tersebut antara lain : 

I. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian ini relatif pendek 

padal1al kebutuhan sampel san gat besar. 

2. Adanya keterbatasan Iingkup penelitian yang hanya meneliti fungsi 

Jegislasi DPRD, sedangkan fungsi DPRD seperti fungsi anggaran dan 

fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh dan berkaitan. 

C. SARAN 

Perin adanya peningkatan kapasitas bagia anggota DPRD atau 

binlbingan teknis tentang prosedur penyusunan peraturan daerah untuk 
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anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sehingga dalam melaksanakan 

fungsi legislasi dapat menjadi lebih efektif karena Peningkatan kapasitas itu 

adalah kewajiban personal anggota DPRD jadi peran partai politik sebelum 

menyodorkan ke publik seharusnya menyiapkan betul-betul kader yang 

potensial dan sudah melewati proses pendidikan politik di partai politik. Dan 

masyarakat sebagai pemilih juga harus benar-benar memilih wakil rakyat 

yang berkualitas karena ketika tidak berkualitas dan terpilih kemudian tidak 

bisa berbuat banyak di DPRD yang seharusnya menjadi beban moral terhadap · 

masyarakat maka masyarakatlah yang salah memilih wakil rakyat tersebut. 
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PEDOMAN WA WANCARA 

Nama Peneliti : Helda Dianiati 

Judul Penelitian : Efektivitas Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara 

Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi 

Waktu Pene!itian : Ju!i-Agustus 2017 

Lokasi Penelitian :Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Biro 

Hukum Sekretariat Daerah 

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, setiap pertanyaan dapat 

dikembangkan agar diperoleh informasi atau data yang akurat. Adapun pertanyaan 

yang menjadi pedoman wawancara sebagai berikut : 

I. Efektivitas 

a. Kuantitas Kerj a 

I. Apakah DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan seberapa 

banyak raperda yang akan dihasilkan sebagai peraturan daerah dalam 

setahun? 

2. Apakahjumlah raperda yang dihasilkan sebagai peraturan daerah sudah 

sesuai dengan harapan ? 

b. Kualitas Kerja 

1. Apakah proses pembahasan terhadap sebuah raperda sudah sesuai dengan 

seperti yang diharapkan ? 

2. Apakah pengalaman sebagai anggota DPRD dapat mempengaruhi 

tentang penyusunan terhadap peraturan daerah ? 

c. Ketepatan waktu 

1. Apakah proses penetapan raperda menjadi perda sudah sudah 

dijadwalkan waktu pelaksanaarmya? 

2. Apakah dalam proses pembahasan raperda sudah dilaksanakan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ? 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kineija 

a. Pendidikan I kemampuan 

1. Apakah pembahasan raperda sudah sesuai dengan prosedur dan aturan 

yang berlaku 

2. Seberapa besar kemampuan Anggota DPRD dalam manyusun perda 

inisiatif? 

3. Apakah ada pembekalan untuk Anggota DPRD dalam menyusun 

perda? 

4. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap penyusunan perda? 

b. Faktor Pengalaman 

1. Apakah sering dilakukan pelatihan khusus untuk proses legislasi? 

2. Apakah kineija organisasi dapat berpengaruh terhadap proses legislasi 

raperda? 

3. Apakah faktor pengalaman dapat mempengaruhi kinelja proses 

legislasi? 

c. Faktor Penguasaan Data dan Inforrnasi 

1. Bagaimana tingkat kualitas data atau sumber inforrnasi yang saat ini 

beijalan di DPRD Prov. Kaltara? 

2. Bagaimana proses pemberian informasi yang dilakukan di DPRD 

Prov. Kaltara? 
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Wawancara dengan Sekretaris DPRD Drs. Abdul Madjid S, M.Si 

Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan fbu Fianti Abdul 
Karim, SH 
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Wawancara dengan Anggota Bapemperda DPRD Drs. H. Rahkmat Majid Gani 

Wawancara dengan Anggota Bapemperda DPRD Rahman Padengka, SE 
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Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Candra, SH 

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian 
Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan Dedy Triwahyudi, SH 
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Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 
Daerah lbu Radiah BT Yolohio, SH 

Wawancara dengan Kabag dan kasubag Peraturan Kepala Daerah Biro Hukum 
Bapak Djoko lsworo dan Bapak Johansyah, SH 
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Wawancara dengan Ketua Ormas Muslimat NU Hj . Sumiati, SE 

Wawancara dengan Tokoh Agama H. Ridwan Labago 
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Wawancara dengan perwakilan LSM Bapak Hardianto 

Wawancara dengan Staf Persidangan Sekretariat DPRD Prov. Kaltara 
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